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ABSTRAK

Di dalam menjalankan usahanya para pelaku pembudidaya ikan air tawar  diwajibkan untuk mempunyai legalitas usaha. Legalitas usaha dimaksudkan untuk memudahkan para pelaku pembudidaya ikan air tawar  mengembangkan usahanya. NIB sebagai legalitas usaha yang berlaku bagi para pelaku usaha di Indonesia saat ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi lebih lanjut NIB bagi pelaku budidaya ikan air tawar  melalui pengalamannya sekaligus menganalisis data temuan dengan teori relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif fenomenologi, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku budidaya ikan air tawar  sendiri memulai usahanya berbekal dari keterampilan yang dimiliki dari hobi. Bagi pelaku usaha yang ingin mendirikan badan usaha, maka harus mengajukan dan melengkapi syarat yang telah ditentukan. Tahap pendirian suatu badan usaha sampai dengan mendapatkan izin menjalankan usaha tertentu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan usaha baik dalam bentuk perseorangan, persekutuan perdata, maupun badan hukum harus memperoleh izin usaha terlebih dahulu sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Izin usaha tersebut dapat menjadi instrumen untuk perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
Untuk menghadapi persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna memepermudah masyarakat yang mengajukan permohonan izin usaha dengan sistem Online Single Submission (selanjutnya disebut OSS). Pada tahun 2018 pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pengaturan ini diperuntukan pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai pelayanan terpadu satu pintu terkait permohonan izin usaha. Diharapkan dengan adanya OSS, pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan izin usaha tidak lagi harus pergi ke dinas perizinan dan penanaman modal Pemerintah Daerah, karena dalam mengajukan permohonan izin usaha sampai dengan diterbitkannya izin usaha, dapat dilakukan dalam satu pintu pada sistem online.
Lahirnya OSS selain berakibat pada hilangnya peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha namun juga menimbulkan beberapa permasalahan yaitu mengenai hambatan-hambatan teknis yang muncul setelah lahirnya OSS, mengingat dengan adanya peralihan sistem dan prosedur penerbitan izin usaha yang semula dilakukan secara manual dan sekarang dilakukan secara online
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ABSTRACT
In conducting their businesses, freshwater fish Jarmers are required to have
business legality. This legality is intended to Jacilitate the development of their businesses.
NIB (Business Identification Number) serves as the business legality for entrepreneurs in
Indonesia. The aim of this research is to Jurther identify the NIB for freshwater fish farmers
through their experiences and analyze the findings with relevant theories. The approach
used in this research is qualitative Pphenomenology, with data collection methods including
observation, interviews, and literature study. The results show that freshwater fish farmers
often start their businesses based on skills developed from hobbies. Entrepreneurs who
wish to establish a business entity must apply and meet the stipulated requirements. The
establishment of a business entity and obtaining the license to operate are regulated by
laws and regulations. Business entities, whether individual, civil partnerships, or legal
entities, must obtain a business license before commencing their operations. This license
serves as a legal protection instrument for the ownership and operation of business
activities by entrepreneurs.

To address these issues, the government has introduced policies to facilitate
business license applications through the Online Single Submission (OSS) system. In 2018,
the government enacted Government Regulation No. 24 of 2018 concerning Integrated
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leading to several issues, particularly technical obstacles that
arise fraif grisition from manual to online licensing systems.
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